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ABSTRAK 
 
SYARIFAH DEVI ISNAINI ASSEGAF, Nomor Pokok B121 13 309, Program 
Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
menyusun skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Andi Pangerang, SH.,MH.,DFMdan Prof. Dr. Hamzah 
Halim, SH.,MH 
 
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 
fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
di Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Tipe penelitian 
yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, 
undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah 
yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti 
serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara.  
Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitumembahas dan menyepakati Rancangan 
Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi 
dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi 
dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya 
pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan 
yang berlaku. 
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ABSTRACT 
 
SYARIFAH DEVI ISNAINI ASSEGAF, B121 13 309 Main Number, Law Study 
Program of State Administration, Faculty of Law Hasanuddin University, 
compiled the thesis entitled "Implementation of the function of Village 
Consultative Board in Gentung Village, Pangkep Regency" under the guidance of 
Prof. Dr. Andi Pangerang, SH., MH., DFM and Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., 
MH 
 
 This paper aims to determine the implementation of the function of 
Village Consultative Board (BPD) and the factors that impede the implementation 
of the function of Village Consultative Board in the implementation of Village 
Government in Gentung Village, Labakkang Sub-district, Pangkep District. The 
type of research used is descriptive research type by using the data collection 
technique of literature study by reading books, documents, laws and other 
information media that have something to do with the problems studied, and 
observation that is directly observe the object in carefully and interview And in-
depth interviews using interview guidelines. 
 
 From the data analysis, it can be concluded that the function of Village 
Consultative Board (BPD) is to discuss and agree on the Village Rule Design, to 
accommodate the aspirations of the community, and to supervise the performance 
of the Village Head. Based on the results of research show that the function in 
making the regulation more implemented and realized, in contrast to the function 
in accommodating the aspirations of the community and supervise the 
performance of Village Head that has not been maximized in its implementation 
due to lack of understanding of members of the BPD to its duties and functions 
based on applicable regulations. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “ 
Indonesia adalah Negara Hukum “1. Prinsip negara hukum pada dasarnya 
mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas - tugas 
pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian 
Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan 
kekuasaan pemerintahan.  
Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara 
mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan - aturan hukum yang mengatur 
dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. 
kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan 
administrasi negara dengan para warga negaranya2, Hukum Administrasi Negara 
adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan ( dalam arti sempit ) 
(Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de 
administratie ); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :  
1) Perbuatan pemerintahan ( pusat dan daerah ) dalam bidang politik;  
2) Kewenangan pemerintahan ( dalam melakukan perbuatan dibidang publik 
tersebut ) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan 
bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna 
                                                          
1 Terdapat Pada Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 
2 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, Hal.26 
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kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di 
atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;  
3) Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan 
pemerintahan itu;  
4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang 
pemerintahan3 
Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang 
membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah  besar dan daerah kecil, dengan 
bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. 
Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah 
pemerintah Kabupaten. 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah 
memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada 
masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara 
langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah 
dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan 
pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan 
dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, 
khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi 
masyarakat. 
                                                          
3 Ibid, hal. 33. 
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Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
mengatakan bahwa : 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia” 
 
Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan 
partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya 
pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan 
tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada 
akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa 
menuntun Desa kearah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah 
yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. 
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 
ayat (1) dijelaskan bahwa : 
“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat 
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” 
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Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan 
masyarakat untuk berpartispasi dalam pembangunan fisik Desa dan 
penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus 
berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. 
Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa 
dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk 
mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan 
bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta 
perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu 
oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan 
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja 
Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, 
golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi 
dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari 
Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan 
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD 
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merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam 
musyawarah setra membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan 
demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. 
BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan 
dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat 
berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta 
pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar 
pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan 
pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses 
pembangunan di Desa. 
Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya 
berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping 
menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa 
dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi 
mayarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras 
dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas 
Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan 
fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.  
Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
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1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD 
memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta 
menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan 
Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan 
fungsinya. 
Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gentung 
Kabupaten Pangkep masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai berikut : 
1. BPD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa  di Desa  Gentung. 
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Gentung belum 
maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari masih kurang terperhatikannya 
warga penyandang cacat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh 
aparatur pemerintahan Desa Gentung, misalnya dalam kegiatan yang 
berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-
penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang 
peternakan dan budidaya perikanan. 
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3. Kepala Desa beserta perangkat Desa kurang memperhatian kinerjanya 
dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa. Dimana tidak 
terperhatikannya kondisi fisik Aula Desa, sehingga kurang layak untuk 
dijadikan tempat dalam rapat musyawarah Desa. Dan juga kurangnya 
atribut atau pajangan di kantor desa seperti Standart Operating Procedure 
(SOP) dan struktur organisasi pemerintahan desa, yang dimana beberapa 
hal tersebut dapat memudahkan masyarakat apalagi dalam pembuatan 
KTP serta Kartu Keluarga (KK), dan juga memudahkan para aparatur 
dalam melayani masyarakatnya.  
4. Kurangnya sekitar 100% kantor RW minim fasilitas ruangan dan 
administrasi.4 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 
permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana BPD 
Desa Gentung mengenai pelaksanaan fungsinya jika ditinjau dari sisi Hukum 
Administrasi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian 
yaitu “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung 
Kabupaten Pangkep” 
 
 
 
                                                          
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gentung Tahun 2016 
8 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut 
dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten 
Pangkep? 
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Gentung dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa ? 
 
C. Tujuan 
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak 
dicapai  atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui 
sebelumnya. Adapun  yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Desa; 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
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D. Manfaat 
Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah : 
1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelaksanaan 
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Gentung Kabupaten 
Pangkep. 
2. Hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi 
anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Di Desa Gentung Kabupaten 
Pangkep untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenangannya 
dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Pengawasan 
1. Definisi Pengawasan 
Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan 
dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal 
kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu 
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam 
Bahasa Inggris disebut controlling, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) 
dikatakan bahwa : 
“the modern concept of control… provides a historical record of what has 
happened… and provides date the enable the…executive..to take 
corrective steps” 
 Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi 
melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan 
tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli 
tentang pengawasan : 
Menurut Robert J.Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) 
pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan 
tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan 
kegiatan nyata dengan standar,  menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan 
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mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang 
dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.  
Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) Mengungkapkan bahwa 
pengawasan merupakan proses dalam menetapkan proses pemantauan kinerja 
karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas 
penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik 
pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan. 
Menurut Siagan (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa 
pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan 
penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. 
Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005:317) 
Mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran 
kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 
yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. 
Menurut Harahap (2001:14) Pengawasan adalah keseluruhan sistem, 
teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin 
segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar 
menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan 
tujuan organisasi. 
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Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapkan ada 4 hal, yaitu 
sebagai berikut : 
1) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin 
dicapai 
2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan 
standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan 
4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. 
2. Jenis-Jenis Pengawasan 
 Adapun jenis-jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi proses 
kegiatan adalah:5 
a. Pengawasan Intern dan Ekstern. 
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau 
badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” 
Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan 
langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang 
dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan 
inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan 
menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan 
ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di 
luar unit organisasi yang diawasi. 
                                                          
5 Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Glora Madani Press, Hlm. 127 
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b. Pengawasan Preventif dan Represif. 
Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 
dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga 
dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan 
pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan 
pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara 
lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem 
pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan 
preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan 
langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi 
lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan 
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini 
lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah 
ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan 
dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. 
c. Pengawasan Aktif dan Pasif. 
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang 
dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan 
pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan 
pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-
bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan 
pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan 
terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan 
14 
 
hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan 
kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah 
“pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, 
yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” 
Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan 
kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Dalam 
kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk 
menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran 
negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya 
pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran 
dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Jenis dan isi 
pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan 
undangundang, sehingga pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan hal yang 
tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang”. Mencermati pengertian 
pengawasan tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung 
didalamnya, yakni: 
a. Adanya aturan hukum sebagai landasan pengawasan; 
b. Adanya aparat pengawas; 
c. Adanya tindakan pengamatan; 
d. Adanya obyek yang diawasi 
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3. Sistem Pengawasan 
Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip 
pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta 
wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat 
pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi 
petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian 
instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-
benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat 
diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah 
bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi 
yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.  
Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu 
memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap 
dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar 
dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap mengemukakan bahwa beberapa sifat 
pengawasan yang efektif sebagai berikut : 
a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karena itu harus 
dikomunikasikan. Masing-masing kegiatan membutuhkan system 
pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi 
kegiatan lain. Sistem pengawasan untuk bidang penjualan dan system 
untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena itu sistem pengawasan 
harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus 
diawasi. Pengawasan dibidang penjualan umumnya tertuju pada kuantitas 
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penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada 
penerimaan dan penggunaan dana. 
b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat 
pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah 
yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang 
bersangkutan. Karyawan merupakan aspek intern perusahaan yang 
kegiatan-kegiatannya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem 
pengawasan harus dapat memenuhi prinsip berdasarkan pola organisasi.Ini 
berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang 
terjadi dapat ditunjukkan pada organisasi yang bersangkutan. 
 
4. Tujuan Pengawasan 
Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa 
yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan tujuan pengawasan menurut 
Sukarno. K adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 
digariskan.  
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 
instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui 
kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. 
c. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien 
d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitankesulitan, 
kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan. 
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Penulis berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah 
mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan, hal ini sejalan 
dengan pendapat M.Manullang. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi 
dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, 
dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-
baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan 
jangan disalahgunakan. Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur 
pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan 
sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah 
tugas/aktivitas hendaknya dapat terkendali. Dan juga faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi seperti faktor objektif, karena hal ini berada di luar pribadi pejabat 
yang harus melaksanakan pengawasan. 
Di samping itu terdapat juga faktor subjektif yang bersumber dan 
berkenaan dengan diri pribadi pejabat yang harus melaksanakan pengawasan, 
antara lain berkenaan dengan pengalaman kerja, kecakapan, pengetahuan bidang 
kerja yang diawasi. Singkatnya agar pengawasan berjalan secara efektif, 
sebaiknya seorang pejabat atasan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan 
personil bawahan dan hal ini dilakukannya supaya tidak terlalu banyak unit-unit 
pelaksananya. Jadi mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan 
tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, 
pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur 
tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya 
dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan. 
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5. Fungsi Pengawasan 
Dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas 
organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (control) terhadap seluruh 
tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan 
tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. 
Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat 
dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan 
dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan 
pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi. 
Dibawah ini adalah pengertian dan definisi (teori dan konsep) fungsi 
pengawasan oleh beberapa para ahli, yakni sebagai berikut : 
Menurut Bohari (2004:9) Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan 
proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah dirancanakan dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sule dan Saefullah (2005:317) 
bahwa Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat 
sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar 
tujuan organisasi dapat tetap tercapai. 
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Lebih lanjut mengenai fungsi dari pengawasan, Simbolon (2004:62) 
mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:6 
1) Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 
tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 
2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan. 
3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan 
kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 
4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan 
pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 
Selanjutnya Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah (2005:238-239) 
mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah cara menentukan, apakah 
diperlukan sesuatu penyesuaian atau tidak dan karena itu ia harus merupakan 
bagian integral dari sistem manajemen.7 
Sementara Sudarsono dan Edilius (2002:105) mengemukakan bahwa 
pengawasan berfungsi agar dapat diperoleh hasil produksi berupa barang dan jasa 
yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang talah 
ditentukan.8 
Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, 
                                                          
6 Simbolon, Maringan Masri. 2004, Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia, 
Jakarta. 
7 Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta. 
8 Sudarsono, Edilius. 2002, Manajemen Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 
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rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan 
proses yang telah diatur.  
B. Pengertian Desa 
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
C. Badan Permusyawaratan Desa 
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan 
demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Mentri Dalam 
Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : 
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“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”9 
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa 
yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa.10 
2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa 
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat 
(2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan 
orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan 
keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan 
Bupati/Walikota. 
Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan 
satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama 
kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh 
anggota termuda.11 
 
                                                          
9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
10 A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, 
Hlm.35 
11 Bambang Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus 
Media, Bandung. 
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3. Fungsi BPD 
Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai 
fungsi untuk: 
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa; 
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain: 
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 
b. Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk : 
a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. Mengajukan pertanyaan; 
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. Memilih dan dipilih; dan 
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e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk 
memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa 
jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk 
panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia 
ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh 
masyarakat Desa. 
Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin 
kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang 
didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa 
dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya 
mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa 
bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama. 
Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang 
telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti 
pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu 
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain 
BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan 
evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian yang di gunakan 
Tipe penelitian yang diambil dalam proposal ini yaitu, tipe penelitian 
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata 
masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk 
menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi 
(problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 
(problem-solution).12 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di Desa Gentung Kecamatan Labakkang 
Kabupaten Pangkep. Dimana di Desa Gentung terdapat anggota BPD yang 
berjumlah 9 orang dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. 
Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Gentung karena di Desa 
tersebut Badan Permusyawaratan Desa kurang aktif dalam melaksanakan 
kewenangannya sebagai pemerintah Desa, sehingga banyaknya permasalahan 
yang timbul terkait pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan tugasnya sehingga 
memicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa 
secara maksimal. 
C. Analisis 
Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di 
Desa Gentung. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik 
                                                          
12 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.10 
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secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan 
penulis. 
D. Teknik pengumpulan data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang 
relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, 
tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan 
Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam hal ini 
dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung 
dengan responder, dengan memakai pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. 
E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.13 Dalam hal 
                                                          
13 Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 
Alfabeta, Bandung, hlm.297 
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ini populasi yang dipilih adalah seluruh BPD, Kepala Desa Gentung, serta 
beberapa tokoh masyarakat dan LSM. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil 
representative dari keseluruhan untuk diteliti. Yaitu sampel yang dipilih 
berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjetif, jadi peneliti 
menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili 
populasi. 
 Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan 
yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar 
populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.14 Sampel yang 
digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota 
BPD (terdiri dari 1 orang ketua, dan 2 orang anggota BPD) yang dianggap 
mewakili populasinya, 1 orang Kepala Desa dan 2 orang tokoh 
masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 181 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian dan hasil serta 
pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran 
umum Desa Gentung Kabupaten Pangkep. Gambaran umum Desa Gentung 
mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Desa Gentung.  
Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. 
A. Profil Daerah Penelitian 
1. Keadaan geografi 
a. Letak Wilayah 
Desa Gentung memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta 
daerah administratif Desa Gentung jika menilik ke Desa lainnya yang 
terdapat di Kecamatan Labakkang adalah menjadi salah satu desa yang 
memiliki wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak 
terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan 
Desa Gentung maka hal itu dirasa akan cukup memabantu dalam 
meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Gentung pada masa ke masa.  
Secara geografis Desa Gentung merupakan salah satu Desa di 
Kecamatan Labakkang yang mempunyai luas wilayah mencapai 762,93 
Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Gentung sebanyak 2.575 Jiwa. Desa 
Gentung merupakan salah satu  Desa dari 13 (tiga belas) Desa/Lurah yang 
ada di kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep Desa Gentung berada 
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pada ketinggian ± 165 dpl (longitut 6,70543 ºE dan etitut 106,70543 ºE) 
dan curah hujan ± 200 mm, rata-rata suhu udara 28º - 32º celcius. Bentuk 
wilayah cekung/dataran rendah . Desa Gentung terletak di sebelah Utara 
Kecamatan Labakkang yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan 
hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit. 
 
( Contoh Peta  Desa ) 
(Sumber: RPJM Desa Gentung TA 2015) 
Sebelah Utara   :  Desa Kanaungan Kec.Labakkang 
Sebelah Timur  :  Desa  Kassiloe Kec. Labakkang 
Sebelah Selatan   :  Desa Kel. Labakkang Tengah Kec. Labakkang 
Sebelah Barat  :  Desa Manakku  Kec. Labakkang 
29 
 
Darat
Sawah
 
b. Luas Wilayah  
Jumlah luas tanah Desa Gentung seluruhnya mencapai 762,93 
ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian 
sebagai berikut :  
 Tanah Darat    : 660.93 ha 
 Tanah Sawah  : 102     ha 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: RPJM Desa Gentung TA 2015) 
Grafik Sebaran Wilayah 
c. Sumber Daya Alam 
 Pertanian  
 Peternakan 
 Perkebunan   
 Lahan Tanah 
d. Orbitasi 
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Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :  
 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan  :    3   km  
 Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten  :    8  km 
 Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi   :    64 km 
 Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat  :     -   km 
e. Karakteristik Desa 
Desa Gentung merupakan kawasan pedesaan yang bersifat 
agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar 
penduduknya adalah bercocok tanam terutama sector pertanian 
dan Perikanan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor 
Perdagangan, buruh, jasa, perbengkelan, PNS dan Home Industri 
yang bergerak di bidang kerajian dan konveksi. pemanfaatan 
hasil olahan dan perkebunan hanya sebagian kecil saja.  
2. Keadaan Pemerintahan Desa Gentung 
a. Pembagian Wilayah Desa Gentung 
Wilayah yang berada di Desa Gentung terbagi menjadi  3 Dusun, 4 
RW, 11 RT  dengan jumlah KK mencapai  724 
No DUSUN RT RW 
1. I 
1 
1 
2 
3  
2. II 4 2 
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5 
3. 
. 
III 
 
6 
3 
 
7 
8 
9 
4 10 
11 
 Jumlah 
 
11 
 
 
   Sumber: Data Profil Desa Gentung 2015 
 
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 
Desa Gentung menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa 
dengan pola minimal, selengkapnya sbb :  
(Bagan Pemerintahan Desa  Gentung) 
 
 
 
 
 
 
 
(sumber: RPJM Desa Gentung TA 2015) 
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DAFTAR PERANGKAT DESA 
DESA GENTUNG 
No Nama Jabatan Ket 
1. Hj. Kamaria. S.Sos Kepala Desa  Gentung  
2. Nurbaya Malik Sekretaris Desa  
3. Nurdaya. S.Sos Kepala Seksi Pemerintahan  
4. ST.Aisyah Kepala Seksi Pembangunan  
5. Amal Saleh Kepala Seksi Kesejahteraan 
Rakyat 
 
6 Hj. Nurhayati. AJ Kepala Urusan Keuangan  
7 
Syahria Anjar Sari. 
SE   Kepala Urusan Umum 
 
8 Magga Kepala Dusun Bande  
9 D.DG.Gading Kepala Dusun Gentung  
10 Manai Kepala Dusun lerang-lerang  
Sumber: Data Profil Desa Gentung Tahun 2015 
 
DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD) 
DESA  GENTUNG 
No Nama Jabatan Keterangan 
1. Firdaus Umar. S.Pd Ketua  
2. H.Muh.Nasir. S.Pd Wakil Ketua  
3. Hj.Mariama. S.Pd Sekretaris  
4. Muh. Haris. S.Pd Anggota  
5. S.DG.Rola Anggota  
6. Magga Anggota  
7. Beddu Saehe Anggota  
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8. H. Muh. Ali. HP Anggota  
9. Haeril Anggota  
  Sumber: Data Profil Desa Gentung  Tahun 2015 
 
DAFTAR ANGGOTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  (LPM) 
DESA  GENTUNG 
No Nama Jabatan Keterangan 
1. H. Renggang Ketua  
2. H. Faharuddin Wakil Ketua  
3. Cici ng Sekretaris  
4. Nurfa Anggota  
5. Suriani Anggota  
6. Muh. Rusli Anggota  
7. R u k i a h Anggota  
8. Nurbaya Malik Anggota  
9. Firdaus Umar. S.Pd Anggota  
10 Muh. Haris. S.Pd Anggota  
11 Syapruddin Anggota  
12 Wahyudi Anggota  
13 H. Tamrin Anggota  
  Sumber: Data Profil Desa Gentung Tahun 2016 
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DAFTAR ANGGOTA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA  
GENTUNG 
No Nama Jabatan Keterangan 
 1. Hj. Kamaria.S.Sos Komisaris  
2. Suriani Ketua  
 3. Nurmia Sekretaris  
4. Munira Bendahara  
5. Muhammading Pengawas  
6. Abdullah Kepala Unit Usaha  
  Sumber: Data Profil Desa Gentung Tahun 2015 
 
REKAP STRUKTUR PEMERINTAHAN 
DESA  GENTUNG 
 
No 
 
Nama 
 
Jabatan  
 
Ket 
1 Hj. Kamaria. S.Sos Kepala Desa Gentung  
2 Nurbaya Malik Sekretaris Desa  
3 Nurdaya. S.Sos Kepala Urusan Pemerintahan   
4 St. Aisyah Kepala Urusan Pembangunan  
5 Amal Saleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat  
6 Hj. Nurhayati Kepala Urusan Keuangan  
7 Sahria anjar sari. SE Kepala urusan Umum  
7 Magga Kepala Dusun Bande  
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No 
 
Nama 
 
Jabatan  
 
Ket 
8 D.DG.Gading Kepala Dusun Gentung  
9 Manai Kepala Dusun Lerang-lerang  
10 Rukiah Ketua  PKK  
11 Firdaus Umar. S.Pd Ketua BPD  
12 H. Renggang Ketua LPMD  
13 S.DG. Rola Tokoh Masyaralat  
14 Hj. Mariama Tokoh Perempuan  
15 Aziz Mallarangeng Ketua RW 01  
16 H. Samsu Ketua RT 01 .  
17 Abdullah Ketua RT 02   
18 M.N.DG. Rumpa Ketua RT 03  
19 H.B.DG.Siga Ketua RW02  
20 Abd. Rahim Ketua RT.04  
21 D.DG. Laja Ketua RT 05   
22 Wahyudi Ketua RW03  
23 D.DG. Tombong Ketua RT 06   
24 C.DG.Ngawing Ketua RT 07   
25 H. Tamrim Ketua RT 08   
26 Sannawing Ketua RW04  
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No 
 
Nama 
 
Jabatan  
 
Ket 
27 Muhtar Ketua RT.09  
28 Nuru Ketua RT 10   
29 H. Bakri Ketua RT 11   
   Sumber: Data Profil Desa Gentung Tahun 2015 
 
3. Masalah yang dihadapi Desa 
a. Masalah pengembangan wilayah 
 Masalah di Bidang Pekerjaan Umum 
MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
 Masih ada jalan di dusun yang 
kondisinya  rusak, sempit, dan 
masih berupa tanah sehingga 
apabila musim hujan tiba jalan licin 
dan tidak dapat dilalui kendaraan 
bermotor. 
V   
 Masih terdapatnya wilayah yang 
terisolasi karena belum 
dibangunnya jalan yang 
menghubungkan dengan wilayah 
lain. 
 V  
 Pada waktu musim hujan masih ada 
jalan yang becek dan licin.  
V V V 
 Sarana transportasi yang tidak 
mendukung karena minimnya 
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MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3 
angkutan yang dapat menjangkau 
semua wilayah Desa. 
 Jalan gang di setiap RW banyak 
yang sudah rusak dan banyak terdiri 
tanah 
V V V 
 Fasilitas warga banyak yang sudah 
rusak karena di bangunnya sudah 
lama 
V V V 
  Sumber: RPJM Desa Gentung Tahun Anggaran 2015 
Masalah di Bidang Sumber Daya Air 
MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN  
1 
DUSUN 
2 
DUSUN 
3 
 Masih banyaknya saluran drainase 
(pembuangan limbah rumah tangga) 
yang kondisinya rusak. 
V V V 
 Masyarakat pada musim kemarau 
sawah sebagian besar tidak bisa 
ditanami padi atau bertani, karena 
suplai air kurang 
V V V 
 Pada musim Kemarau, hampir 50% 
masyarakat kekurangan air 
 
V 
 
V 
 
V 
  Sumber: RPJM Desa Gentung Tahun Anggaran 2015 
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 Masalah di Bidang Lingkungan Hidup 
MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 
DUSUN 
2 
DUSUN 
3 
 Masih banyaknya rumah tidak layak 
huni, yaitu yang kondisi fisik 
rumahnya terdiri dari kayu  dan 
dindingnya yang sudah Rapuh. 
V V V 
 Masih ada rumah dari keluarga 
miskin yang tidak dilengkapi 
dengan jamban keluarga 
V V V 
 Sekitar 65% lingkungan jalan Desa 
dan gang belum diterangi listrik 
V V V 
 Terjadi penyempitan lahan 
pemakaman umum yang berbatasan 
langsung dengan lahan milik 
masyarakat. 
V - - 
  Sumber: RPJM Desa Gentung Tahun Anggaran 2015 
 Masalah di Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan : 
MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 
DUSUN 
2 
DUSUN 
3 
 Banyaknya pengangguran, keluarga 
terlantar (jompo), dan yatim piatu 
yang kurang mendapat perhatian 
dari pemerintah dan lingkungannya 
sehingga mereka hidup dibawah 
- - - 
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MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 
DUSUN 
2 
DUSUN 
3 
standart kelayakan 
 Kurang terperhatikannya warga 
penyandang cacat dalam berbagai 
kegiatan. 
V V V 
 Sikap masyarakat terhadap jenis 
usaha tertentu kadang hanya sebatas 
ikut-ikutan. 
V V V 
 Sekitar 100% kantor RW minim 
fasilitas ruangan dan administrasi 
V V V 
  Sumber: RPJM Desa Gentung Tahun Anggaran 2015 
 Masalah di Bidang Keagamaan 
MASALAH YANG DIMILIKI 
LOKASI DUSUN 
DUSUN 1 
DUSUN 
2 
DUSUN 
3 
 Masih banyak sarana ibadah yang 
belum memiliki kelengkapan untuk 
melakukan pelayanan beribadah 
-- - - 
 Masih banyak bangunan 
masjid/madrasah yang rusak  
V V - 
 Masih banyak warga masyarakat 
belum bisa membaca tulis Al-Qur’an 
V V V 
  Sumber: RPJM Desa Gentung Tahun Anggaran 2015  
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B. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) di Desa Gentung kecamatan Labakkang Kabupaten 
Pangkep, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk 
sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting 
dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 
baik. Sejauh ini BPD di Desa Gentung telah memiliki paradigma yang jelas 
berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan 
fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Gentung Kecamatan Labakkang 
telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan 
masyarakat Desa Gentung. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Gentung dapat 
berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan 
pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam 
Negri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 
Permusyawaratan Desa. 
Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Ibu Kepala Desa 
Gentung ( Ibu Kamariyah  ) disimpulkan bahwa keberadaan BDP belum terlalu 
maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak tidak terlalu 
fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia.  Selain itu aparat BPD juga masih 
belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal 
seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gentung seperti yang diamanatkan dalam 
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Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 
Tentang Badan Permusyawaratan Desa  bahwa yang 4dimaksud dengan 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan 
BPD selaku badan penyelenggara Desa disebuah Desa. 
Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Ibu Kepala Desa (Hj. 
Kamariah) yang di wawancarai di Kantor Desa Gentung pada tanggal 20 Maret 
2017, diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya 
serta kepada para masyarakat. hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Kepala Desa 
Gentung yang mengatakan bahwa :  
“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai 
BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu 
ketidaktauhan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang 
tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa 
khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang 
kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya”  
 (wawancara, 20 Maret 2017) 
 
Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut 
adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, 
hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola 
hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana 
keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, 
keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya 
tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di 
lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
42 
 
Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah 
Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa 
khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat. 
Terlihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai fungsi legislatif dimana dari 
penjelasan Permendagri tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas 
dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD 
juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa.  
Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang diamanatkan 
dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, berikut akan dijelaskan secara 
jelas: 
1. Fungsi Legislasi 
Fungsi legislasi yang dimaksud disini yaitu fungsi BPD yang berkaitan 
dengan perumusan dan penetapann peraturan Desa. Fungsi BPD dalam membahas 
dan menyepakati Ranancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam 
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) yang 
berbunyi :  
“Membahas dan menyepakati Ranancangan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa”  
 
Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. bersama-sama dengan 
pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses 
antara lain sebagai berikut: 
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a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan 
maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-
pokok peraturan desa yang diajukan.  
b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian 
halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan 
Peraturan Desa. 
c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau 
menyempurnakan rancangan Peraturan Desa. 
d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk 
diagendakan. 
e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai 
dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama. 
Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah 
Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa 
kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami 
penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut 
disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa. 
Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan Pemerintah Desa Gentung telah 
mengeluarkan Peraturan Desa  serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) Tahun 2016. 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan 
Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi 
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amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya 
sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat 
dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih 
bisa tercapai. 
Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Gentung ditemukan 
sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berjalan cukup 
baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki 
antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal 
ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Muh. Nasir 
sebagai Sekretaris BPD yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan:  
“Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah 
Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh 
Pemerintah Daerah, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik walaupun 
kehadirannya belum maksimal” 
(wawancara, 20 Maret 2017) 
 
 Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari 
Nurbaya Malik sebagai Sekretaris Desa Gentung yang diwawancarai di Kantor 
Desa Gentung mengatakan: 
“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan 
Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari 
penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-
upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usuan dari 
masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh 
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komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga 
sangat dibutuhkan” 
(Wawancara, 20 Maret 2017) 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan 
Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan 
Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi  
dari beberapa masyarakat. Hal ini mebuktikan bahwa funsi BPD dalam membahas 
dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik. 
2. Fungsi Pengayom  
Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai salah satu elemen dalam 
Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung 
aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), 
penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, 
yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian 
aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala 
Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat 
dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.   
Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan 
aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di secretariat BPD, 
diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1) 
dan (2)). 
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Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya 
yaitu :  
a) Penyampaian langsung kepada BPD  
Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan 
baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung 
kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW). Adapun jenis aspirasi 
yang disampaikan melaui cara seperti ini cenderung bukanlah masalah yang 
sangat mendesak bagi kepentingan desa oleh karena itu banyak yang saran dan 
aspirasi yang “mengandai-andai” namun metode penyampiaan aspirasi seperti ini 
sangat efektif pada tahapan pengawasan dan pelaksanaan sebuah program desa.  
b) Penyampaian melalui forum warga  
BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang 
diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap Sebulan sekali mengadakan 
pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut 
hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini sifat dan bentuk pemberian 
aspirasi masyarakat tidak berbeda dengan model penyampaian secara langsung 
. 
c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa  
Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah 
mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, 
masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai 
permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh 
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Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan 
disampaikan pada saat rapat MUSRENBANGDES/KEL.  
Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya 
peranan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi 
masyarakat Desa. 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor 
Desa Gentung dengan Ibu  Kepala Desa Gentung yaitu Ibu Hj. Kamaria : 
“BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa 
karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari 
masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh 
ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaskasana dengan 
baik”. 
(wawancara, 20 Maret 2017) 
  
Seperti yang dimaksud oleh ibu Kepala Desa diatas bahwa BPD belum 
maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat 
Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan 
fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat 
di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan 
aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian 
menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga 
terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan 
dan peranan BPD.   
Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Firdaus sebagai Ketua BPD, 
yang di wawancarai di Kantor Desa Gentung,  beliau menambahkan :  
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“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan 
dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia 
lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi 
sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu 
sendiri”. 
 (wawancara, 20 Maret 2017) 
senada dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang 
kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola 
komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan 
dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Gentung 
yaitu:  
Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Yusri 
selaku warga Dusun Lerang Desa Gentung yang sempat di wawancarai di 
kediamannya mengatakan :  
“beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang 
pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Desa.” 
(wawancara, 20 Maret 2017) 
 
Senada dengan Bapak Fahri warga Dusun Bande Desa Gentung yang saya 
wawancarai di kediamannya yang juga  mengatakan :  
“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang 
mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun 
kurang efektif.“ 
 
“Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa 
bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja.” 
(wawancara, 20 Maret 2017) 
 
Berbeda dari pelaksananaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati 
rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,  dapat dilihat dari beberapa hasil 
wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan 
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fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, 
sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti 
halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat 
mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan 
desa. Seperti dari hasil wawancara dengan Bapak Fahri selaku warga Dusun 
Bande yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa 
dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam 
menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa. 
“ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini 
sangat jarang dikunjungi oleh BPD”  
(wawancara, 20 Maret 2017) 
 
Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Fahri, kata beliau 
kunjungan BPD ke Dusun Bande sangat jarang, mungkin dikarenakan akses 
menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun 
Bande tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya 
dari akses jalanan menuju Dusun Bande dengan jalanan di dusun lainnya berbeda. 
Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman 
anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut 
dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak 
melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama 
dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di 
Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan 
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menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 
tahun 2016. 
3. Fungsi Pengawasan 
Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud 
disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan 
peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan 
Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan 
desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:  
(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa 
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui : 
a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa 
b. Pelaksanaan kegiatan, dan 
c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
monitoring dan evaluasi. 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan 
menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu 
BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang 
pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, 
pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan 
pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi 
pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta 
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meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi 
pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut: 
a. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perenanaan Kegiatan Pemerintah 
Desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu 
dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku 
pelaksana perenanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD 
terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :  
a) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan 
Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya 
seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya. 
b) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan 
teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan 
sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah 
berhasil.  
 
b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan 
Pengawasan terhadap Pelaksanan Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa Gentung ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban 
Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan 
oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.  
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a) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan 
Pemerintahan Desa 
b) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas 
kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan 
berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan 
objektif. 
c. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa 
Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk 
membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk 
mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor 
Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa 
antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja 
Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran 
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan 
yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai 
berikut:  
a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut. 
b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan 
pedoman penyusunan RAPBDes. 
c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. 
d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada 
penyelewengan. 
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e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada 
penyelewengan.  
Fungsi sebagai pengawas BPD dituntun lebih professional dan lebih 
memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa tersebut, dalam hal 
penelitian ini fungsi sebagai pengawas di lakukan di Desa Gentung Kecamatan 
Labakkang Kabupaten Pangkep. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa 
Gentung belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang 
berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat cultural yang dimiliki justru 
tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD 
dengan Pemerintah Desa. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Kepala Desa Gentung yang 
di wawancarai di Kantor Desa Gentung mengatakan :  
“Hubungan kami dengan BPD tak lain sebagai keluarga justru membuat 
hubungan pola yang tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan 
pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat 
keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa 
unsur-unsur yang mendasar”. 
(wawancara, 20 Maret 2017) 
 
 Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa keterlibatan 
kekeluargaan antara BPD dengan Pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat 
dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari 
BPD itu sendiri karena adanya unsur pembiaran dan pengawasan tidak 
berlangsung secara ketat, apalagi mengingat hubungan keduanya adalah hubungan 
keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara 
kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan. 
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 Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan Ibu Nurbaya Malik 
selaku Sekretaris Desa Gentung saat dikonfirmasi terkait dengan tugas BPD 
mengenai pengawasan, menurut beliau, pola pengawasan belum berjalan secara 
maksimal, ini mungkin karena sikap tertutup yang sama-sama dilakukan, padahal 
seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaaan anggaran, 
hanya saja sejauh ini, transparansi anggaran masih menjadi hal menakutkan 
sehingga tugas BPD dalam hal pengawasan juga berjalan secara pincang.  
 
C.  Faktor–Faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Permusyawaratan  
Desa. 
Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan 
fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjannya dalam 
mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk 
menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor 
yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu : 
1. Faktor Pendukung  
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa faktor yang 
mendukung efektivitas fungsi BPD di Desa Gentung yaitu :  
a. Masyarakat  
Masyarakat, merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam 
melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan dan sambutan serta penghargaan 
dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak 
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untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya 
pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. 
Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan 
dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi 
masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu 
keputusan sangat menentukan efektivitas tugas dan fungsi BPD.  
Dalam hal ini diperkuat dengan tanggapan dari Bapak Ketua BDP yang 
sempat diwawancarai di Kantor Desa Gentung mengatakan : 
“BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi BPD memiliki peran yang sangat penting, 
maka diharapkan kerja sama yang baik antara anggota BPD dengan 
masyarakat” 
(wawancara, 27 Maret 2017) 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, dukungan dari masyarakat juga dapat 
dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang 
dilakukan BPD. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh BPD atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada 
kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi 
kegiatan bersama. 
b. Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa.  
Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah 
terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan 
senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik 
untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini desebabkan 
karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk 
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mensejahterakan masyarakat Desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari 
adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. 
c. Pendapatan/insentif.  
Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk 
menjadi lebih baik. Walupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai 
namun bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan 
kepedulian Pemerintah terhadap BPD.  
d. Rekruitmen/sistem pemilihan anggota BPD.  
Sistem rekruitmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan 
langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat 
terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD. 
 
2. Faktor Penghambat 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang 
menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , 
yaitu :  
a. Sarana  
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan 
wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan 
yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan 
pengadministrasian.Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan 
BDP demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkna 
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untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD 
yang lain.  
Sehubungan dengan hal ini Hj. Mariama selaku sekretaris BPD yang 
sempat saya wawancarai di kantor Desa Gentung mengatakan : 
“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai 
wadah oleh BPD dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan 
perencanaan dan pengadministrasian, dan hal ini juga dapat memudahkan 
hubungan pola kerja sama dalam penyampaian aspirasi antara anggota BPD 
dengan masyarakat”. 
(wawancara 27 Maret 2017) 
 
Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga 
dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam 
upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Kabupaten Pangkep. 
Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas 
sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.  
b. Pola Komunikasi  
Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan melihat bagaimna hubungan 
emosional antara Ketua BPD dengan para angoatanya dapat dilihat dengan 
pola komunikasi yang dibangun selama ini.  
Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu faktor penghambat 
Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu pola 
komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan 
anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD laiinnya.  
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c. Tidak Memahami Fungsi  
Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD 
berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat 
Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu 
anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan 
dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai 
yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
Dan pahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa 
BPD harus mendukung penuh keputusan tersbut tanpa ada musyawarah 
ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.  
Mengenai hal tersebut Ibu Kamariah sebagai Kepala Desa Gentung 
menanggapi hal tersebut : 
“beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa 
fungsinya, apalagi dilihat dari beberapa anggota yang sudah berusia tua 
jadi sudah ada yang mulai pikun” 
(wawancara, 27 Maret 2017) 
 
 
Nasriani, Ibu rumah tangga sebagai warga dusun Bande Desa Gentung 
yang juga saya sempat wawancarai dikediamannya mengenai pelaksanaan fungsi 
BPD berpendapat : 
“Biasanya ada musyawarah desa di kantor desa, tapi kegiatanya sangat 
jarang, dan juga biasanya ada warga yang tidak mengetahui kegiatan 
tersebut. Jadi biasa warga banyak yang tidak pergi” 
(wawancara, 27 Maret 2017) 
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d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD 
Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi 
BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus 
tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk 
mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat 
diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. 
Menurut Bapak Firdaus selaku ketua BPD : 
“Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, 
masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat 
terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga 
masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya”.   
(wawancara : Kantor Desa Gentung, 27 Maret 2017) 
 
Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak H. Muh. Nasir selaku 
Sekretaris BPD Desa Gentung yang di wawancarai di Kantor Desa 
Gentung mengatakan : 
“Memang dapat dilihat kalau partisipasi masyarakat desa yang kurang hal 
ini bisa menjadi salah satu penyabab kurang terlaksanya fungsi dari BPD, 
masyarakat biasanya kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti 
musyawarah desa dll, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kehadiran 
masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa”  
(wawancara, 27 Maret 2017) 
 
 Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran 
penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun 
yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang 
memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham 
sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil 
wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan 
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masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu 
penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimna yang 
terdapat dalam undang – undang. 
   
e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD .  
Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu Anggota BPD tidak memahami 
fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku 
dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD).  
Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini 
diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa 
dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan 
sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada.  
Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-
masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah: 
1) Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang 
dilakukan oleh BPD Gentung dimana kurangnya pemahaman anggota 
BPD terhadap fungsinya . dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati 
Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta 
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan 
terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat 
dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal 
dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD 
terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. 
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Badan Prtmusyawaratan 
Desa : 
A. Faktor Pendukung : 
a) masyarakat 
b) pola hubungan masyarakat 
c) pendapatan insentif 
d) sistem pemilihan anggota BPD 
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B. Faktor Penghambat 
a) masyarakat dan BPD kurang memahami fungsi BPD berdasarkan 
peraturan yang berlaku 
b) tidak adanya sosisalisasi dari pemerintah desa terkait dengan 
fungsi BPD 
c) kantor / secretariat 
B. Saran 
1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD 
Gentung agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi 
sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan 
maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan 
penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan 
pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan 
tugasnya. 
2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada 
masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di 
Desa Gentung. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu 
ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika 
penyelenggaraan BPD Gentung telah sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang. 
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